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RINGKASAN

Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis pengelolaan sumber daya alam
yang memiliki dampak ganda, yakni sebagai instrumen kemakmuran ekonomi
negara sekaligus sektor berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Atas dasar
tersebut, pengelolaan industri ini wajib dikendalikan secara mutlak oleh negara
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Landasan filosofis tertinggi
pengelolaan ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana hak
menguasai negara (HMN) diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, mandat konstitusi tersebut
memberikan kewenangan kepada negara untuk menjalankan fungsi kebijakan
(beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Namun,
dinamika hukum pertambangan mengalami pergeseran signifikan pasca
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 serta amandemen
formal melalui Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Regulasi baru ini
secara eksplisit mengesahkan pemberian hak prioritas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi
kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Secara historis dan yuridis, kebijakan

afirmatif (affirmative policy) ini menuai perdebatan akademik yang mendalam.
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Karakteristik dasar ormas keagamaan yang sejatinya berorientasi sosial,
pendidikan, dan dakwah (non-profit) dinilai tidak selaras dengan industri
pertambangan yang padat modal, berisiko tinggi, serta murni berorientasi laba.
Konflik norma juga sempat mengemuka karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 sebelumnya hanya membatasi pengelolaan hasil bumi kepada BUMN,
BUMD, koperasi, dan usaha perseorangan, sebelum akhirnya disclaraskan secara
hierarkis oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Berdasarkan perluasan doktrin Hak Menguasai Negara melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, ukuran utama konstitusionalitas tata kelola
sumber daya alam adalah tercapainya "sebesar-besar kemakmuran rakyat” melalui
empat indikator: kemanfaatan nyata, pemerataan, partisipasi publik, dan
perlindungan generasi mendatang. Oleh karena itu, hak prioritas WIUPK bagi
badan usaha ormas keagamaan tidak boleh diberikan secara otomatis atau
berdasarkan afiliasi identitas kelembagaan semata, melainkan wajib melewati
verifikasi parameter objektif yaitu: Kapasitas Teknis Pengelolaan Lingkungan
Hidup: Sesuai Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Kapasitas Kemampuan Finansial: Sektor ini
memerlukan struktur permodalan yang masif dan Akuntabilitas dan Tata Kelola
Korporasi yang Baik (Good Corporate Governance).

Mekanisme umum pemberian WIUPK dirancang melalui proses lelang terbuka
demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat (UU No.
5 Tahun 1999). Pemberian hak prioritas tanpa lelang kepada kelompok spesifik
berpotensi mengabaikan prinsip fair equality of opportunity yang dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai perlakuan sama di hadapan hukum.

Kebijakan ini dapat dinilai adil (sebagai affirmative action) hanya apabila bertujuan
mengoreksi ketimpangan ckonomi nasional dan memberi kemanfaatan sosial yang
luas. Sebaliknya, jika hak tersebut diberikan tanpa parameter kompetensi yang jelas
dan transparan, maka kebijakan ini justru menciptakan diskriminasi usaha baru,

memicu konflik sosial dengan komunitas lokal, serta melemahkan nalar kritis ormas

keagamaan terhadap jalannya kekuasaan negara.
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ABSTRAK

Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis yang wajib dikuasai
oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berlandaskan pada
prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Namun, dinamika
hukum pertambangan di Indonesia mengalami pergeseran signifikan melalui
penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan hak prioritas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi
kemasyarakatan (ormas) keagamaan tanpa melalui mekanisme lelang. Kebijakan
ini memicu perdebatan akademik dan hukum mengingat ormas keagamaan secara
historis dan yuridis dibentuk untuk misi sosial-keagamaan, bukan untuk aktivitas

komersial berisiko tinggi seperti pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama.
Pertama, mengenai parameter kelayakan badan usaha ormas keagamaan dalam
menerima hak prioritas WIUPK apabila ditinjau dari aspek kewajiban negara dalam
menjamin perlindungan lingkungan hidup. Mengingat industri pertambangan
membutuhkan kapasitas teknis, finansial, dan manajerial yang tinggi, pengawasan
terhadap rekam jejak pengelolaan lingkungan menjadi sangat krusial. Kedua,

penelitian ini menganalisis implikasi dari pemberian hak prioritas tersebut terhadap
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setaraan kesempatan berusaha (equality before

prinsip keadilan distributif serta ke
gan dari mekanisme lelang yang

the law) di Indonesia, terutama terkait penyimpan

berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam persaingan usaha yang sehat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang—undangan, pendekatan konseptu
sinkronisasi hukum guna mengkajl konsistensi serta implikasi dart kebijakan
sistem hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan di

al, dan pendekatan

tersebut dalam

Indonesia.
Kata Kunci: Hak Prioritas WIUPK, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,

Perlindungan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Kesempatan Berusaha.
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ABSTRACT

Mining activities represent a strategic sector that must be controlled by the
state for the greatest welfare of the people, based on the principles of sustainable
development and environmental preservation. However, the dynamics of mining
law in Indonesia have undergone a significant shift following the issuance of
Government Regulation Number 25 of 2024 and Law Number 2 of 2025, which
grant priority rights for Special Mining Business License Areas (WIUPK) to
business entities owned by religious mass organizations (ormas) without going
through a tender mechanism. This policy has sparked academic and legal debates,
considering that religious organizations are historically and legally established for
social-religious missions, rather than high-risk commercial activities such as
mining.

This study aims to analyze two main issues. First, it examines the eligibility
parameters.of religious; organization business entities in receiving WIUPK priority
rights when viewed from the perspective of the state's obligation to guarantee
environmental protection. Given that the mining industry demands high technical,

financial, and managerial capacities, monitoring the track record of environmental
management becomes highly crucial. Second, this study analyzes the implications

of granting these priority rights on the principles of distributive justice and equality
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of business opportunity (equality before the law) in Indonesia, particularly
concerning the deviation from the tender mechanism which has the potential to
create inequality in fair business competition.

The research method used is normative legal research with a statutory
approach, a conceptual approach, and a legal synchronization approach to
examine the consistency and implications of this policy within the mining law and
environmental protection system in Indonesia.

Keywords: WIUPK Priority Rights, Religious Mass Organizations, Environmental
Protection, Equality of Business Opportunity.
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